LEMBARAN DAERAH

NOMOR : 6 SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

Menimbang . a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat
beberapa perubahan yang mendasar dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, diantaranya
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi sudah
tidak sesuai lagi dan perlu menetapkan kembali
kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan huruf b, perlu
membentuk  Peraturan Daerah  tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota
Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 18 ayat (6);



. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan

WALIKOTA BEKASI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH KOTA BEKASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bekasi.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah
Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi.

Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah Kota Bekasi yang
bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah
dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB 11
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH KOTA BEKASI

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kota Bekasi menerima penyerahan
urusan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

a.

b.

Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan;

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib
yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.



Pasal 3

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
meliputi:

SOLOTOSIT XTI o@rDPDO0TO
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b
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d.
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tenaga Kkerja;

pemberdayaan, perempuan dan pelindungan anak;
pangan,;

pertanahan;

lingkungan hidup;

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
pemberdayaan masyarakat dan Desa;
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
perhubungan;

komunikasi dan informatika,;

koperasi, usaha kecil, dan menengah;
penanaman modal,;

. kepemudaan dan olah raga;

statistik;
persandian;
kebudayaan;
perpustakaan; dan
kearsipan.

usan Pemerintahan Pilihan meliputi:

kelautan dan perikanan;
pariwisata;

pertanian;

kehutanan;

energi dan sumberdaya mineral;
perdagangan;

perindustrian; dan

. transmigrasi.



Pasal 4

(1) Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
terbagi ke dalam sub urusan.

(2) Rincian urusan dan sub urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Selain urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3,
Pemerintah Kota Bekasi dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berdasarkan
asas tugas pembantuan.
BAB IlII
KEGUNAAN

Pasal 6

Rincian urusan dan sub urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 dijadikan landasan dalam:

a. penyusunan dan penetapan produk  hukum  daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerabh;

b. penyusunan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan, kebutuhan
dan potensi daerah;

Cc. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat;

d. perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

e. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan
pemerintahan daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar mengacu pada standar pelayanan minimal dan norma,
standar, prosedur serta kriteria yang telah ditetapkan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2008 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
(7/218/2016)



